
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NO MOR 63 TAHUN 2019 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN PERIZINAN PADA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN BLITAR 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi

Pemerintah Daerah di Bidang Perizinan yang

lebih efektif, efisien dan berkualitas serta

meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu menuju pelayanan prima

pada masyarakat perlu adanya dukungan

regulasi yang jelas tentang persyaratan

operasional, prosedur perizinan serta standar

biaya yang pasti;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi

Pelayanan Perizinan, Standar Operasional

Prosedur ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
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BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Blitar 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 13 l):'! s�mb"r 2019 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 13 lh3,,.,rrio--r 2019 

SEKRETARIS

ttd 

DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

TOTOK SUBIHANDONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR: 64/:1 




































































